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ABSTRAK 

 

 Keadaan tidak hadir (afwezigheid) merupakan keadaan dimana seseorang 

meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa izin 

yang menjadikan tidak diketahuinya informasi keberadaan diikuti dengan informasi dari 

saksi dan sumber yang terpercaya. Pasal 467 KUHPerdata memberikan jangka waktu 

lima tahun untuk dapat mengajukan penetapan pengadilan. Namun, dengan kemajuan 

teknologi saat ini, pencarian orang hilang seharusnya dapat dilakukan lebih cepat karena 

media sosial sekarang adalah tempat berkumpulnya semua informasi. Berdasarkan 

KUHPerdata, tindakan yang bisa dilakukan dalam keadaan tidak hadir dikenal dengan 

„tindakan sementara‟ yakni mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. 

Terdapat beberapa kasus dimana hakim mengabulkan penetapan meskipun hanya dalam 

jangka waktu hilang kurang dari lima tahun, contohnya dalam penetapan Nomor: 

392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. yakni dalam jangka waktu dua tahun dengan berbagai 

pertimbangan yang diberikan dalam lembaran pertimbangan hakim. 

 Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan beberapa kasus terkait 

keadaan tidak hadir dengan permohonan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) 

tahun. Penulis akan berfokus apakah terdapat konflik norma diantara pasal 463, 467, 

dan 470 KUHPerdata sebagai dasar hukum keadaan tidak hadir (afwezigheid).  

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 

pedekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada konflik aturan terkait pasal 463, 

467, dan 470 KUHPerdata sebagai dasar hukum afwezigheid. Perkara afwezigheid ini 

bersifat voluntair sehingga keputusan hakim tergantung dengan duduk perkara dan 

tingkat kepentingan para pihak yang diikuti dengan bukti dan saksi yang dapat 

menguatkan permohonan. Pada dasarnya penggunaan pasal tergantung kasus yang 

diajukan dan dipastikan sudah memenuhi norma umum yang ada dalam pasal 463 

KUHPerdata. Bahwa tidak ada minimal waktu untuk mengajukan permohonan karena 

semua kembali terhadap kepentingan para pihak terkait. Selain itu, penetapan 

pengadilan juga memiliki akibat hukum bagi beberapa pihak, seperti para ahli waris, 

status pernikahan, pihak ketiga dan para legataris juga para pihak yang memiliki hak. 

 

 

Kata Kunci: Orang Tidak Hadir (Afwezigheid), Jangka Waktu, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 
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ABSTRACT 

 

State of absence (afwezigheid) is a condition in which a person leaves their 

residence for a certain period, with or without permission, resulting in their 

whereabouts becoming unknown, as confirmed by information and reliable witnesses. 

The Civil Code provides a timeline of five years to apply for a court order, as stated in 

Article 467. However, given the rapid technological advancements, the search for 

missing persons should be able to be conducted more swiftly, as social media has 

become a hub for gathering information. The action that can be taken in a state of 

absence, based on the Civil Code, is a temporary measure—submitting an application 

for a determination to the District Court. Even if the period of absence is less than five 

years, the judge may grant several stipulations, such as a two-year timeframe, based on 

various considerations outlined in the court's decision. 

This study aims to examine and analyze the judicial considerations used in 

deciding cases related to the state of absence when applications are submitted within a 

period of less than five years. Specifically, the analysis focuses on identifying potential 

conflicts of norms among Articles 463, 467, and 470 of the Civil Code, which serve as 

the legal basis for the state of absence. 

 The research method employed is normative legal research, which involves the 

examination of library materials and secondary legal sources. Meanwhile, the problem 

is approached using both statutory and conceptual framework. 

 The results reveal no conflict among articles 463, 467, and 470 of the Civil 

Code as the legal basis for state of absence. These cases are voluntary, meaning that 

the judge's decision is contingent on the specific circumstances and the interests of the 

parties involved. The decision is made based on the evidence and witness testimonies 

presented, ensuring that the application adheres to the general norms outlined in 

Article 463 of the Civil Code. There is no mandatory time frame for filing a petition, as 

this depends on the interest of the parties. Additionally, the court's ruling have legal 

consequences for various stakeholders, such as heirs, marital status, third parties, 

legataries, and other interested parties. 

Keywords: State of Absence (Afwezigheid), Time Frame, Civil Code 
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RINGKASAN 

 

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG                                                                     

UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)  

BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI 

 

 Tesis ini menganalisis mengenai jangka waktu kepergian orang untuk dapat 

dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) berdasarkan penetapan pengadilan. 

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai jangka waktu 

untuk orang dapat dinyatakan tidak hadir dengan minimal membuat laporan yang 

tercantum dalam pasal 467 KUHPerdata disebutkan minimal lima tahun dengan  

banyaknya perkembangan teknologi yang dapat memudahkan dalam pencarian orang 

hilang sehingga dengan minimal waktu itu seharusnya bisa ada pengaturan yang lebih 

detail mengenai pembagian waktu dengan berbagai kasus yang sering terjadi. 

Bab II, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

pertama. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu 

orang dikatakan tidak hadir (afwezigheid). Bila dianalisis dan dikaitkan dengan konflik 

norma yang ada diantara tiga pasal yakni 463, 467 dan 470 KUHPerdata terkait jangka 

waktu untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dan penggunaannya dalam 

kasus yang ada di pengadilan bahwa tidak ada konflik aturan dalam ketentuan keadaan 

tidak hadir (afwezigheid) karena pada dasarnya penetapan di pengadilan bersifat 

voluntair dan asalkan sudah memenuhi norma umum yang ada dalam pasal 463 

KUHPerdata maka dalam beberapa kasus dengan bukti-bukti kuat yang diajukan oleh 

para pihak yang berkepentingan maka permohonan bisa dilakukan. 

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

kedua. Apakah yang menjadi akibat hukum atas penetapan pengadilan terkait dengan 

tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (afwezigheid). Penetapan orang tidak hadir 

oleh pengadilan negeri memiliki akibat hukum bagi orang-orang yang memiliki 

hubungan hukum dengan orang tidak hadir tersebut seperti terhadap para ahli waris, 

terhadap status pernikahan baik untuk suami/istri yang ditinggalkan, akibat terhadap 

pihak ketiga yang memiliki hubungan kerjasama maupun hubungan hukum lain dan 
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akibat terhadap para legataris dan para pihak yang memiliki hak. Sebagaimana akibat 

hukum ini disebutkan dalam pasal 472 sampai pasal 495 KUHPerdata. 

Bab IV, merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa jangka waktu kepergian orang tidak hadir 

(afwezigheid) berdasarkan penetapan pengadilan itu bersifat voluntair sehingga 

keputusan hakim dalam penetapan pengadian tergantung duduk perkara dan tingkat 

kepentingan yang dimiliki oleh para pihak dan tidak memiliki ketentuan waktu minimal 

untuk dapat mengajukan permohonan afwezigheid ke pengadilan karena semua kembali 

kepada kepentingan, yang utama dalam mengajukan permohonan afwezigheid ke 

pengadilan adalah sudah memenuhi norma umum yang terdapat dalam pasal 463 

KUHPerdata. 
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